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UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin kelayakan dan keselamatan kendaraan yang beroperasi di jalan Kota Dumai. Berdasarkan pengamatan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: 1) waktu tunggu pelayanan yang belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan, serta 2) kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia penguji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Permasalahan ini menjadi dasar perumusan pokok penelitian yaitu “Bagaimana Analisis Pelayanan Publik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai”.
[bookmark: _Hlk207234837]Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelayanan publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai serta 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Teori yang digunakan dalllam penellitian ini adalah Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam (Sinambella, 2014) yang mengemukakan lima indikator pelayanan publik, yaitu Reliability (kehandalan), Tangibles (bukti fisik), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan pelayanan), dan Empathy (perhatian terhadap kebutuhan konsumen). Teknik sampling menggunakan sampling sensus dan insidental dengan jumlah sampel 100 orang, terdiri dari 25 pegawai UPT PKB dan 75 masyarakat pengguna layanan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner, serta analisis data menggunakan analisis deskriptif dan rating scale.
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[bookmark: _Hlk207235406][bookmark: _Toc207272331][bookmark: _Toc207277673][bookmark: _Toc207278652]Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai secara keseluruhan masuk dalam kategori Baik (B) dengan skor total 3.682 dalam rentang interval 3501-4500 dengan persentase 81,82%. Faktor pendukung pelayanan yang baik meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Tangibles), respon pegawai yang cepat dan sigap (Responsiveness), serta profesionalisme dan empati dalam pelayanan (Assurance dan Empathy). Sementara faktor penghambat utama adalah Kehandalan (Reliabillity), ditandai dengan pelayanan yang tidak tepat waktu dan  kemampuan pemberian pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
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Pelayanan publik merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai ujung tombak interaksi antara pemerintah dan masyarakat, kualitas pelayanan publik mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang kemudian menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, transformasi pelayanan publik menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi nasional yang telah berlangsung sejak era reformasi tahun 1998.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan dalam dua dekade terakhir, kepemilikan kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan pesat. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 150 juta unit pada tahun 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 8,5% per tahun. Peningkatan ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan akan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berkualitas. Namun, Kementerian Perhubungan mencatat bahwa baru sekitar 300 dari 1.514 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki UPT PKB yang memenuhi standar, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pengujian yang memadai. Kesenjangan ini diperparah dengan data dari Korlantas Polri yang menunjukkan bahwa sekitar 30% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor ketidaklaikan kendaraan.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian kendaraan bermotor. Melalui Kementerian Perhubungan, pemerintah menerapkan sistem pengujian kendaraan bermotor berbasis elektronik yang terintegrasi secara nasional. Program yang diluncurkan pada tahun 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi layanan pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, standardisasi peralatan pengujian dan sertifikasi tenaga penguji juga terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas layanan.
Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik) terdapat tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:
1. Pelayanan barang
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan atas jasa publik,
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
3. Pelayanan administratif.
a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
b. tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Dalam konteks transportasi di Indonesia, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, yang menciptakan tantangan besar bagi pengelolaan transportasi, termasuk pengawasan dan pengujian kendaraan bermotor dalam pelaksanaannya, ketiga kelompok pelayanan publik tersebut saling terkait. Pengujian kendaraan bermotor merupakan bagian dari pelayanan jasa publik karena melibatkan penyediaan jasa pengujian oleh UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, proses pengujian juga menghasilkan dokumen resmi berupa sertifikat lulus uji kendaraan yang merupakan bentuk pelayanan administratif sebagai tindakan pemerintah yang diwajibkan oleh negara untuk melindungi keselamatan, harta benda, dan kepentingan masyarakat pengguna jalan. 
Dalam melaksanakan pelayanan setiap pegawai, mengutamakan aspek pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya. Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat respon positif.
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) selaku instansi yang memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan bermotor angkutan barang agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor angkutan barang diperlukan suatu kinerja pelayanan publik yang baik agar tercipta tujuan yaitu kepuasaan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor.
 Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan, agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada dijalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat atau lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan. Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain.
Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
Pengujian ini juga memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar teknis dan layak jalan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor bertujuan menjaga agar kendaraan tidak menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan.
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah salah satu unit pelayanan teknis yang bertugas melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah jenis-jenis pelayanan yang tersedia pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel I.1
Jenis-Jenis Pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai 
	No
	Jenis Pelayanan
	Jenis Pengujian

	1.
	Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
	a. Rem: Memeriksa sistem pengereman kendaraan.
[image: ]
Gambar I.1 Alat Uji Rem

b. Lampu: Memeriksa intensitas dan fungsi lampu kendaraan.
[image: ]
Gambar I.2  Headlight Tester

c. Emisi Gas Buang: Mengukur tingkat emisi gas buang untuk memastikan kendaraan ramah lingkungan.
[image: ]
Gambar I.3  Alat Uji Emisi Gas Buang

d. Kondisi Ban dan Suspensi: Memeriksa tekanan ban, alur ban, dan sistem suspensi.
e. Kondisi Keselamatan Lainnya: Termasuk klakson, spion, sabuk pengaman, dan komponen lainnya.

	2.
	Penerbitan Sertifikat Uji Berkala (KIR)
	Setelah kendaraan dinyatakan lulus uji berkala, pemilik kendaraan akan menerima sertifikat KIR sebagai bukti bahwa kendaraan telah memenuhi standar keselamatan.

	3.
	Pelayanan Perpanjangan Sertifikat Uji Berkala
	Proses perpanjangan sertifikat KIR setelah masa berlakunya habis.

	4.
	Pelayanan Uji Khusus untuk Kendaraan Baru
	pengujian pertama kali untuk kendaraan baru sebelum mendapatkan sertifikat KIR.

	5
	Pelayanan Uji untuk Kendaraan Modifikasi
	Pengujian khusus untuk kendaraan yang telah dimodifikasi, baik dari segi mesin, bodi, maupun sistem lainnya.

	6
	Pelayanan Informasi dan Konsultasi
	a. Penjelasan tentang standar keselamatan kendaraan.
b. Panduan perawatan kendaraan agar tetap layak uji.

	7
	Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
	Menerima keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait proses pengujian atau hasil uji kendaraan

	8
	Pelayanan Uji untuk Kendaraan Umum
	Pengujian khusus untuk kendaraan angkutan umum seperti bus, taksi, dan angkutan barang.

	9
	Pelayanan Uji untuk Kendaraan Angkutan Barang
	a. Kapasitas muatan.
b. Kondisi bak atau kontainer.
c. Sistem rem dan suspensi.

	10
	Pelayanan Online Elektronik Kartu Izin Pengujian Kendaraan Bermotor (E-KIR) 
	Layanan online yang memungkinkan pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran, dan penjadwalan uji kendaraan secara digital. Layanan ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta mengurangi waktu tunggu.


 Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, tahun 2025.
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menyediakan berbagai jenis pelayanan yang bertujuan untuk memastikan kendaraan bermotor layak jalan dan ramah lingkungan. Hal ini meliputi uji berkala kendaraan, terbitnya sertifikat KIR, perpanjangan KIR, uji khusus untuk kendaraan baru dan modifikasi, serta pengujian khusus untuk kendaraan umum dan angkutan barang. Selain itu, tersedia juga layanan informasi, pengaduan masyarakat, dan layanan online E-KIR yang memudahkan masyarakat dalam proses pengujian kendaraan secara digital.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor belum dapat menjangkau untuk semua jenis kendaraan bermotor, hanya jenis kendaraan yang intensitas penggunaannya dianggap cukup tinggi tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, yaitu :
1. Mobil penumpang umum
	Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
2. Mobil bus
	Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
3. Mobil barang
	Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
4. Kereta tempelan
Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
5. Kereta gandengan
Kereta gandeng merupakan gerbong yang dipergunakan kepada mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang kepada ditarik oleh kendaraan bermotor.
Untuk masyarakat yang ingin melakukan pengujian kendaraan bermotor harus mengikuti persyaratan pelayanan yang telah di tetapkan pada UPT Pelayanan Pengujian Kendaraan  Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. 
Berikut persyaratan untuk mendapatkan KIR pada UPT Pelayanan Pengujian Kendaraan  Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat diihat pada tabel berikut ini:
Tabel I.2
Persyaratan Untuk Mendapatkan KIR pada UPT Pelayanan Pengujian Kendaraan  Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	No
	Kategori Persyaratan
	Rincian Persyaratan

	1.
	Persyaratan Administrasi
	a. STNK Asli dan Fotokopi:
b. Buku KIR Sebelumnya (jika ada):
c. Identitas Pemilik Kendaraan (KTP/SIM)
d. Surat Rekomendasi dari Daerah Asal (untuk kendaraan mutasi)

	2
	Persyaratan Teknis Kendaraan
	a. Kondisi Fisik Kendaraan
a) Susunan kendaraan sesuai rancangan teknis. 
b) Ukuran kendaraan tidak melebihi batas maksimal.

b. Sistem Pengereman
Sistem rem berfungsi baik dan memenuhi standar keamanan.
c. Lampu Utama
Intensitas dan fungsi lampu kendaraan memenuhi standar keselamatan.
d. Emisi Gas Buang
Tingkat emisi gas buang memenuhi ambang batas yang ditentukan.
e. Kondisi Ban dan Suspensi
Tekanan ban, alur ban, dan sistem suspensi harus dalam kondisi baik.
f. Keselamatan Lainnya
Komponen seperti klakson, spion, sabuk pengaman, dan tangki bahan bakar dalam kondisi baik.


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, tahun 2025.
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 20 setelah dilakukannya pengujian atas kendaraan bermotor tersebut akan dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi beberapa persyataran yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kendaraan bermotor. 
Setelah memenuhi persyaratan maka masyarakat bisa menerima pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan disajikan sesuai alur pelayanan yang diterapkan pada UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang dapat dilihat pada Tabel I.3 :



Tabel I.3
Alur Pelayanan Pada UPT Pengujian Kendaraan  Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Alur Pelayanan
	Pelaksanaan

	
	Pemohon
	ADM
	Penguji
	Kepala UPT

	Pemeriksaan Administrasi Kendaraan
	tidak
Mulai

	Lengkap
ya

	
	

	Melakukan Pengukuran Dimensi Kendaraan dan Pengujian Kendaraan
	tidak
Bengkel

	ya
Lulus

	
	

	a.Pemeriksaan Secara Manual
b.Sanggahan dari Pemilik ke KA.UPT Jika Tidak Puas Dengan Hasil Uji
	tidak
Bengkel

	ya
Lulus

	
	Sanggahan


	Pengujian Laik Jalan/Validasi
	
	
	Lulus

	

	Pencetakan Kartu Uji
	
	Cetak
	
	

	Penyerahan
	Selesai
	
	
	


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, tahun 2025
Tabel I.3 Menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor harus melalui beberapa tahapan alur dalam pengujian kendaraan bermotor, dimulai dari administrasi pendaftaran, hingga pengujian fisik kendaraan setelah kendaraan di uji akan ditentukan kendaraan tersebut lulus atau tidak. Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji diberikan surat keterangan sebagai bukti tidak lulus uji, sekaligus pemberitahuan tertulis kepada pemilik kendaraan agar melakukan perbaikan pada komponen atau item yang tidak memenuhi standar. Setelah dilakukan perbaikan, pemilik wajib mengajukan pengujian ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebaliknya, kendaraan yang dinyatakan lulus uji akan mendapatkan tanda bukti kelulusan berupa smart card, sertifikat hasil uji, serta stiker yang ditempelkan pada kendaraan sebagai penanda bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak jalan. 
	[image: ]
Gambar I.4 Smart card
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Gambar I.5 Sertifikat Hasil Uji
	[image: ]
Gambar I.6 Stiker

	
	


Smart card, sertifikat hasil uji, dan stiker tersebut merupakan bentuk konkret dari bukti kelulusan uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Smart card berfungsi sebagai media elektronik yang berisi data lengkap mengenai identitas kendaraan, hasil pengujian, serta informasi pemilik. Sertifikat hasil uji menjadi dokumen resmi yang menegaskan bahwa kendaraan telah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara itu, stiker berfungsi sebagai penanda fisik yang ditempelkan pada kendaraan dan memudahkan pihak berwenang maupun masyarakat dalam mengenali status kelulusan uji kendaraan di lapangan.
Perubahan sistem pengujian kendaraan bermotor merupakan wujud inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sistem ini dikenal sebagai sistem BLU-E (Bukti Lulus Uji Elektronik), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengujian kendaraan. Sistem ini mempermudah akses informasi terhadap status uji kendaraan secara elektronik, sehingga memberikan manfaat signifikan baik bagi pemilik kendaraan maupun instansi terkait dalam hal pengelolaan dan pengawasan lalu lintas kendaraan di jalan raya. 
Tujuan utama penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui prosedur uji kendaraan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi. Selain itu, BLU-E juga menggantikan mekanisme konvensional berupa buku hasil uji berkala yang sebelumnya digunakan. Dalam implementasinya, sistem BLU-E terdiri atas dua bentuk sertifikat lulus uji, yaitu stiker hologram dengan kode QR yang ditempel pada kendaraan dan smart card berbasis teknologi NFC sebagai media penyimpan data elektronik. 
Pada smart card sistem BLU-E tercantum informasi identitas kendaraan dan pemiliknya, meliputi nama pemilik, nomor polisi kendaraan, nama penguji, serta spesifikasi kendaraan seperti merek dan model. Integrasi teknologi informasi dalam sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi modern dalam pengelolaan uji kendaraan bermotor di Indonesia, dengan memberikan kemudahan akses data secara elektronik, meningkatkan akurasi informasi, serta mempercepat proses administratif. 
Salah satu aspek penting dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu adalah kemampuan dalam memenuhi harapan masyarakat, salah satunya terkait efisiensi waktu penyelesaian proses pelayanan. Waktu penyelesaian merupakan faktor kunci yang tidak hanya mencerminkan kecepatan layanan, tetapi juga menjadi indikator efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraannya. Berikut adalah rincian waktu penyelesaian pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan :



Tabel I.4
Waktu Pelayanan pada UPT Pelayanan Pengujian Kendaraan  Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	No
	Langkah
	Waktu Sesuai SOP

	1
	Pemeriksaan Administrasi
	2 menit

	2
	Pengukuran Dimensi Kendaraan
	7 menit

	3
	Pemeriksaan Sistem Pengereman
	7 menit

	4
	Validasi Hasil Pengujian
	8 menit

	5
	Pencetakan kartu uji
	7 menit

	6
	Penyerahan hasil uji
	2 menit


Sumber : UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dinas Perhubungan Dumai, tahun 2025
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, total waktu ideal untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah 33 menit. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi keterlambatan. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sendiri beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, sehingga keterlambatan dalam proses pelayanan dapat mengganggu alur pelayanan harian dan berdampak pada antrean pengguna jasa. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan pelayanan pada UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil  wawancara masyarakat bernama Bapak Mulyono yang berusia 54 Tahun, sedang melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam kategori mobil penumpang :
”saya merasa pelayanan di sini lumayan lama terutama saat pencetakan kartu hasil uji kendaraan, saya melakukan pengujian dihari Selasa namun saya harus datang kembali dihari Kamis, berarti butuh waktu 2 hari untuk menunggu pencetakan kartu hasil uji kendaraan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa adanya perbedaan antara ketentuan waktu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan di lapangan. Penulis juga mewawancarai Ibu Ayuni Mainisa,A.Md selaku petugas pendaftaran :
“memang benar terkadang ada keterlambatan dalam pengurusan kartu hasil uji kendaraan, hal ini disebabkan oleh jaringan yang sering tidak stabil dan tingginya jumlah beban kerja. Hal ini menyebabkan kami sulit untuk melaksanakan tugas sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP)”
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan layanan uji kendaraan bermotor, terlebih jika dikaitkan dengan volume kendaraan yang menjalani pengujian setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan yang menjalani proses pengujian dalam tiga tahun terakhir (2021–2023). Adapun rincian jumlah kendaraan per tahun dapat dilihat pada tabel I.5 yaitu :
Tabel I.5
Data Jumlah Kendaraan Tahun 2021-2023 pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Tahun 
	Jumlah 

	2021
	1782 Unit

	2022
	3918 Unit

	2023
	3682 Unit


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, tahun 2025
Berdasarkan data jumlah kendaraan yang melakukan pengujian selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai cukup tinggi. Meskipun terjadi fluktuasi, jumlah unit kendaraan yang telah menggunakan sistem BLU-E untuk pengujian kendaraan bermotor tercatat sebanyak 9.382 unit. Angka tersebut secara jelas menunjukkan pentingnya pelayanan pengujian kendaraan sebagai salah satu aspek penunjang utama dalam meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Dumai. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai distribusi tugas dan beban kerja tenaga teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, berikut disajikan klasifikasi tenaga teknis berdasarkan jenis kendaraan serta jumlah unit kendaraan yang diuji setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel I.6
Klasifikasi Tenaga Teknis berdasarkan Jenis Kendaraan dan Jumlah Unit dalam tiga tahun terakhir
	Tenaga Teknis
	Jenis Kendaraan
	Jumlah Unit (2021)
	Jumlah Unit (2022)
	Jumlah Unit (2023)

	Tenaga Teknis I
	Mobil Penumpang 
	594
	1.307
	1.231

	Tenaga Teknis II
	Mobil Bus 
	413
	611
	547

	Tenaga Teknis III
	Mobil Barang 
	628
	1.203
	1.107

	Tenaga Teknis IV
	Kereta Tempelan Gandengan
	150
	399
	397

	Tenaga Teknis V
	Multi-jenis kendaraan 
	0
	398
	400

	Total
	1.785
	3.918
	3.682


Sumber : UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, tahun 2025
Berikut ini disajikan daftar kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) penguji pada UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Tabel ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan ideal dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) penguji yang tersedia pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel I.7
Daftar Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	No
	Jenis Penguji Kendaraan Bermotor
	Kebutuhan
	SDM Tersedia

	1
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia atau TK V
	1
	1

	2
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan (Mahir) atau TK IV
	3
	0

	3
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana (Terampil) atau TK III
	3
	3

	4
	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula atau TK I dan TK II
	1
	0

	Jumlah
	8
	4


Sumber : UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, tahun 2025 
Beberapa permasalahan yang terjadi meliputi ketidaksesuaian realisasi waktu pelayanan dan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan tenaga penguji untuk mendukung kelancaran pelayanan. Hal ini berpotensi mengurangi kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengeluh bahkan sengaja menghindari proses pengujian resmi. 
Selain itu, penulis juga mewawancarai seorang pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, Bapak M. Alfien Briansyah SY,A.md.Tra berumur 25 Tahun, beliau mengungkapkan :
“Saat ini, beban kerja pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai cukup tinggi mengingat jumlah kendaraan yang harus diuji tidak sebanding dengan jumlah tenaga penguji yang masih terbatas. Hal ini tentu saja menyebabkan tekanan kerja bagi kami dan berpotensi memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Idealnya kami membutuhkan tambahan tenaga penguji agar proses pengujian kendaraan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Selain itu, penambahan SDM juga akan membantu kami mengurangi waktu tunggu masyarakat serta meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.”

Dari ketiga hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa saat ini sulit untuk menyesuaikan waktu yang tertera dalam SOP dan pelaksanaannya di lapangan, hal ini terjadi karena kurangnya jumlah pegawai dan sering terjadinya kendala teknis. Hal ini menyebabkan kurang kepuasan masyarakat dalam menerima layanan UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai.
Selain itu, dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, saat ini terdapat empat orang petugas penguji yang telah memiliki sertifikat resmi sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor, yaitu Rizki Ferdian selaku Penguji Tingkat V, Eksanti Pasaribu sebagai Penguji Tingkat II, serta dua orang penguji pemula yaitu Anggada Hadi Permana dan M. Rifki. Keempat petugas tersebut memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran proses uji berkala dan memastikan bahwa seluruh tahapan pengujian dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan adanya tenaga penguji bersertifikat ini, diharapkan kualitas pelayanan pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat terus ditingkatkan meskipun jumlah SDM masih terbatas.
[bookmark: _Toc196552269][bookmark: _Toc207272340][bookmark: _Toc207277682][bookmark: _Toc207278661]Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan                  penelitian  tentang “Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai”.
B. [bookmark: _Toc213598170]Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian penjelasan dan latar belakang masalah diatas dari hasil observasi di lokasi penelitian ditemukan beberapa gejala masalah antara lain :
1. Masih ditemukan waktu tunggu yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
2. Masih ditemukan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia penguji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Berdasarkan gejala-gejala masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai”  


C. [bookmark: _Toc196552270][bookmark: _Toc207272341][bookmark: _Toc207277683][bookmark: _Toc207278662][bookmark: _Toc213598171]Tujuan Dan Kegunaan Peneliti
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pelayanan publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai.
b. Untuk mengatur faktor pendukung dan faktor penghambat  pelayanan yang diberikan oleh UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
2.  Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan informasi  terkait pelayanan publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi khususnya pada studi Administrasi Negara.
c. Sebagai bahan informasi dan panduan bagi penelitian selanjutnya.


BAB II
[bookmark: _Toc207272343][bookmark: _Toc207277685][bookmark: _Toc207278664][bookmark: _Toc213598173]TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc196552272][bookmark: _Toc207272344][bookmark: _Toc207277686][bookmark: _Toc207278665][bookmark: _Toc213598174]Kerangka Teori
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi fundamental pemerintah dalam menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Pelayanan publik merupakan indikator yang paling jelas dalam menilai kinerja pemerintah. Masyarakat dapat secara langsung mengevaluasi kinerja pemerintah melalui kualitas layanan publik yang mereka terima, karena pelayanan publik menyangkut kepentingan banyak orang dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Mukarom & Laksana, 2015).
Pelayanan publik juga didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai bentuk kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun layanan administratif. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan kinerja pemerintah yang baik dalam melayani masyarakat dan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pelayanan publik yang optimal tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam pelayanan publik kualitas menjadi aspek penting yang harus diprioritaskan (Moenir, 2010).
Selain itu, pelayanan publik memiliki dua dimensi utama, yaitu kualitas teknis dan kualitas fungsional. Dimensi kualitas teknis berkaitan dengan hasil akhir pelayanan yang diberikan, seperti keakuratan data atau hasil pengujian kendaraan bermotor yang valid. Sementara itu, dimensi kualitas fungsional lebih fokus pada cara pelayanan diberikan kepada masyarakat, seperti keramahan petugas, kecepatan proses pelayanan, dan responsivitas terhadap keluhan atau kebutuhan pengguna layanan. Kedua dimensi ini saling melengkapi dalam menciptakan pelayanan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat (Gronroos, 1990).
Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam (Sinambella, 2014) berpendapat lima indikator pelayanan publik, yaitu Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar; Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; Assurance yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan Empathy, yang ditandai dengan kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemunahan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-perundang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, (Mahmudi, 2015). 
Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana pemerintah sebagai pelaksana birokrasi memiliki fungsi utama dalam melayani kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kesejahteraan (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib, 2021). 
Dalam kerangka New Public Administration, pelayanan publik harus mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan inovasi dalam proses pelayanannya (Iskandar et al., 2023). 
Selain itu, kepuasan pelanggan menjadi aspek penting dalam pelayanan publik, di mana kualitas layanan diukur berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan, ketepatan, dan keramahan petugas (Liputan6.com, 2025). 
Prinsip good governance juga menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat (Bazarah et al., 2021). 
Konsep pelayanan prima menuntut agar layanan diselenggarakan secara profesional, akurat, cepat, ramah, dan bertanggung jawab dalam menangani keluhan masyarakat, sehingga menjadi tolok ukur kualitas layanan di sektor pemerintahan (BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, 2017). 
Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut.
1. Prosedur pelayanan; dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian; ditetapkan sejak saat pengajuan permohoan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan; termasuk perincian tarif yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan (Mukarom & Laksana, 2015)
Standar penyelenggara pelayanan publik wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan pilaku yang dibutuhkan (Komarudin, 2014).
Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat dijelakan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiiki standar pelayanan dan harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.


3. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan (Rahmayanty, 2013).
Pengertian UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Unit Pelaksanaan Teknis  Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB) adalah unit kerja milik Dinas Perhubungan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan serangkaian kegiatan pengujian terhadap kendaraan transportasi darat dengan jenis kendaraan mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandengan, mobil  bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. (Khairunnisa dan Francisca Winarni, 2022).
Pasal 29 (1) Peraturan Pemerintah No. 22/2009 tentang kendaraan dan pengemudi menetapkan bahwa semua kendaraan bus, kendaraan barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta semua kendaraan perkeretaapian umum yang beroperasi di jalan umum, wajib menjalani pengujian berkala untuk jangka waktu enam bulan. Kendaraan-kendaraan tersebut diwajibkan untuk menjalani pengujian berkala untuk jangka waktu enam bulan. Pemeriksaan rutin kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji dan memeriksa bagian-bagian mobil, trailer, kendaraan kereta api, dan kendaraan khusus untuk memenuhi persyaratan teknis dan jalan (Bura, 2020).
B. [bookmark: _Toc196552273][bookmark: _Toc207272345][bookmark: _Toc207277687][bookmark: _Toc207278666][bookmark: _Toc213598175]Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah ditemukan di atas, Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, Penulis menggunakan teori :
1. Analisis
Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.
3. Pelayanan
Pelayanan pada kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang, sekelompok orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan.

4. Publik
Yang dimaksud dengan publik dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memerlukan pelayanan kepada pihak UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Pelayanan Publik
Pelayanan Publik adalah sebagi pemberi layanan keperluan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mereka, serta untuk memastikan kepuasan dalam pelayanan.
Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam (Sinambella, 2014) yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu :
1) Reliability (kehandalan)
[bookmark: _Hlk205109485]Reliability adalah kehandalan yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar. Reliability dalam penelitian ini yaitu kemampuan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang tepat, akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Maka pelayanan publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari sub indikator berikut ini :
a. [bookmark: _Hlk205109536]Adanya pelayanan yang tepat waktu pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
b. Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang bertugas sesuai dengan keahliannya.
c. Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
2) Tangibles (bukti langsung)
[bookmark: _Hlk205113872][bookmark: _Hlk205117727]Tangibles adalah bukti lansung yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tangibles dalam penelitian ini yaitu dengan penyediaan yang memadai ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut ini :
a. Adanya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
b. Adanya fasilitas kerja yang mendukung proses pelayanan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
c. Adanya ruang tunggu yang nyaman dalam memberikan pelayanan pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
3) Responsiveness (daya tanggap) 
Responsiveness adalah daya tanggap yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. Dalam penelitian ini Responsiveness ditandai dengan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang cepat tanggap kepada masyarakat yang ingin melaksanakan pengujian kendaraan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka pelayanan publik  di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai dapat dilihat pada sub indikator berikut : 
a. Adanya sikap pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang cepat tanggap dalam menangani keluhan masyarakat.
b. [bookmark: _Hlk202125491]Adanya kesigapan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon kebutuhan masyarakat yang dilayani.
c. Adanya kecepatan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon permintaan atau keluhan masyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor.
4) Asurance (jaminan)
Assurance adalah adanya jaminan yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Assurance dalam peneitian ini yaitu tingkat perhatian dalam bentuk etika, sopan dan santun dari pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai kepada masyarakat. Maka pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai dapat dilihat dari sub indikator berikut ini :
a. Adanya pemberian pelayanan yang tidak diskriminasi dalam melayani masyarakat pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
b. Adanya bukti Stiker Tanda Uji bagi kendaraan yang telah lulus uji pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
c. Adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Smart Card yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Empathy (Perhatian)  
[bookmark: _Hlk205278541]Empathy adalah perhatian yang ditandai dengan kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan. Dalam penelitian ini empathy yaitu rasa peduli pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka pelayanan publik UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat  dilihat dari sub indikator berikut ini :
a. Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang menghargai setiap masyarakat dalam pengurusan pelayanan.
b. Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.
c. Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dinas Perhubungan Dumai mampu menjaga sikap dalam melaksanakan pelayanan. 
Kelima dimensi ini relevan dalam mengevaluasi pelayanan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai karena pelayanan ini memerlukan keandalan hasil pengujian, daya tanggap pegawai, serta empati dalam membantu masyarakat yang memiliki beragam kebutuhan.
Untuk mengukur pelayanan publik dari beberapa sub indikator tersebut, maka setiap sub indikator ditentukan dengan kategori penilaian sebagai berikut: 
Baik		: diberi skor 3
Cukup Baik	: diberi skor 2
[bookmark: _Toc196552274]Tidak baik	: diberi skor 1


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. [bookmark: _Toc196552275][bookmark: _Toc207272348][bookmark: _Toc207277690][bookmark: _Toc207278669][bookmark: _Toc213598178] Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Dumai, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab atas pengujian kelayakan kendaraan bermotor di Kota Dumai. Kantor ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan, baik dari segi keselamatan maupun kelestarian lingkungan. Selain itu, lokasi ini mudah diakses oleh masyarakat Kota Dumai dan sekitarnya, sehingga relevan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan.
B. [bookmark: _Toc196552276][bookmark: _Toc207272349][bookmark: _Toc207277691][bookmark: _Toc207278670][bookmark: _Toc213598179]Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, (Sugiyono, 2017). Sampel pada pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai menggunakan metode sensus yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Sedangkan dalam pengambilan sampel untuk masyarakat menggunakan metode sampel insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari kerja, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel III.1.
Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi
(orang)
	Sampel
(orang)
	Persentase
(%)

	1. 
	Kepala UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)
	1
	1
	100%

	2.
	Kasubbag Tata Usaha
	1
	1
	100%

	2.
	Penguji TK.V
	1
	1
	100%

	3.
	Penguji TK.IV
	1
	1
	100%

	4.
	Penguji TK.III
	1
	1
	100%

	5.
	Penguji TK.II
	1
	1
	100%

	6.
	Penguji TK.I
	1
	1
	100%

	7.
	Staff 
	18
	18
	100%

	13
	Masyarakat
	74
	75
	-

	
	Jumlah
	100
	100
	-


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai, tahun 2025
Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat representasi populasi secara memadai, yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan sumber daya penelitian. Metode pengambilan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada responden terpilih untuk mengukur persepsi mereka terhadap pelayanan publik dengan lima indikator menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam (Sinambella, 2014) berpendapat lima indikator pelayanan publik, yaitu Reliability,Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Empathy.
C. [bookmark: _Toc196552277][bookmark: _Toc207272350][bookmark: _Toc207277692][bookmark: _Toc207278671][bookmark: _Toc213598180]Jenis Data
Jenis-jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data Primer adalah sumber daya yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data pelayanan publik menurut Fitzsimmon Dan Fitzsimmon dalam (Sinambela, 2014) ada lima indikator pelayanan publik yaitu sebagai berikut:
1. Reliability (Keandalan)
2. Tangibles (Bukti Fisik)
3. Responsiveness (Daya Tanggap) 
4. Assurance (Jaminan)  
5. Empathy (Empati)
	Kelima indikator pelayanan publik (Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Empathy) sangat relevan untuk diterapkan di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai. Dengan menerapkan indikator-indikator ini, UPT PKB dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, dan memberikan layanan yang berkualitas. 


2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, (Pasolong, 2016). Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi bukan pengelolanya untuk melengkapi materi penelitian ini antara lain :
a. Sejarah UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
b. Keadaan dan komposisi pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
c. Struktur organisasi dan uraian tugas di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
d. [bookmark: _Toc196552278]Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
D. [bookmark: _Toc207272351][bookmark: _Toc207277693][bookmark: _Toc207278672][bookmark: _Toc213598181]Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.


2. Angket atau kuisioner
Angket adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh responden itu sendiri. Dalam kuesioner, responden memiliki peran penting dalam memperoleh data yang diperlukan, (Pasolong, 2016).
3. Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber.
E. [bookmark: _Toc196552279][bookmark: _Toc207272352][bookmark: _Toc207277694][bookmark: _Toc207278673][bookmark: _Toc213598182]Analisa Data
Menganalisa data dalam penelitian akan dilakukan dengan cara pengelompokkan data yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabek yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil dari observasi lapangan, kajian dokumen dan angket sehingga dapat menghasilkan laporan temuan penelitian.
Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data peneliti menggunakan skala pengukuran atau rating scale. Rating scale atau skala pengukuran adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, (Sugiyono, 2017). 
1. Pengukuran untuk setiap indikator peneliti adalah:
Untuk menentukan Kategori untuk setiap indikator penelitian ditentukan berdasarkan rumusan yang diajukan oleh Lind et al. dalam Zulganef. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
Skor Tertinggi  = 3 x 3 x 100 = 900
Skor Terendah = 1 x 3 x 100 = 300
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu: 
Diketahui :
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:


Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut : 
701  -	 900	= Baik
501  -	 700	= Cukup Baik
300  -  500	= Tidak Baik


[bookmark: _Hlk205113359]Dengan garis kontinum sebagai berikut :
                                                                                                                                   
300	      TB              500	              CB              700	          B           900
Berdasarkan data diatas dapat kita lihat kriteria skor antara lain sebagai berikut :
i. Untuk mengetahui tanggapan secara keseluruhan maka akan dihitung skor tertinggi dikali jumlah sub indikator dikali jumlah responden, sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan terendah untuk mengetahui variabel penelitian sebagai berikut:
Skor Tertinggi  = 3 x 15 x 100 = 4500
Skor Terendah = 1 x 15 x 100 = 1500
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu: 
Diketahui :
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:


Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut : 
3501     -	 4500	= Baik    
2501     -	 3500	= Cukup Baik
1500     - 	 2500	= Tidak Baik
                                                                                         
1500	      TB             2500             CB              3500	         B            4500



BAB IV
[bookmark: _Toc207272354][bookmark: _Toc207277696][bookmark: _Toc207278675][bookmark: _Toc213598184]GAMBARAN UMUM UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

A. [bookmark: _Toc207272355][bookmark: _Toc207277697][bookmark: _Toc207278676][bookmark: _Toc213598185]Sejarah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berperan penting dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan perlindungan lingkungan di wilayah Kota Dumai. Sejarah berdirinya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai ini tidak terlepas dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin pesat di Kota Dumai, sehingga diperlukan suatu lembaga resmi yang bertugas untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor. 
Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu unit kerja milik Dinas Perhubungan Kota Dumai yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta KM 11 Kota Dumai. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai berupaya dalam memberikan pelayanan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai yang didirikan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan.
2. Membantu melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh polusi dari penggunaan kendaraan bermotor dijalan. 
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang akan melakukan uji fisik pada kendaraan bermotor.
Visi dan Misi UPT.PKB Kota Dumai :
1. Visi 
Adapun visi dari perusahaan ini adalah memberikan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan standar internasional yang sejajar dengan kualitas layanan pengujian di negara Asia lainnya, menjadi tolak ukur pengujian nasional yang berorientasi pada kelayakan jalan dan keselamatan pengguna jalan di Kota Dumai secara berkelanjutan.
2. Misi 
Adapun misi dari perusahaan ini adalah:
a. Meningkatkan tugas ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, dan pelaporan.
b. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.
c. Meningkatkan pengelolaan administrasi pengujian.
d. Meningkatkan pelaksanaan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor dan menetapkan hasil uji.
e. Meningkatkan penetapan dan pengesahan teknik layak jalan.
f. Meningkatkan pelaksanaan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor secara transparan.    
B. [bookmark: _Toc207272356][bookmark: _Toc207277698][bookmark: _Toc207278677][bookmark: _Toc213598186]Keadaan dan Komposisi Pegawai
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki 7 orang Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang Tenaga TKPK yang berjumlah seluruh pegawai adalah 25 orang. Untuk lebih jelas tentang jumlah komposisi pegawai pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, dapat dilihat pada klasifikasi tingkat komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat jabatan, tingkat golongan, dan tingkat usia sebagai berikut:
1. Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu adanya pengaturan dari jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin yang akan menjalankan organisasi tersebut. Untuk lebih jelasnya melihat jenis kelamin pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini:




Tabel IV.1
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
	[bookmark: _Hlk108753472]No
	Jenis Kelamin
	Klasifikasi Kepegawaian
	Jumlah
	Persentase
(%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-Laki
	6
	9
	15
	60

	2
	Perempuan
	1
	9
	10
	40

	Jumlah
	7
	18
	25
	100


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai, tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat dijelaskan, sebagian besar pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 19 orang (76,00%) dan pegawai perempuan hanya berjumlah 6 orang (24,00%).
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Setiap organisasi sudah menganggap sumber daya manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil dan ahli maka akan susah dalam bersaing pada era globalisasi yang melanda saat ini. Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:
Tabel IV.2
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	[bookmark: _Hlk108753494]No
	Tingkat Pendidikan
	PNS
	TKPK
	Jumlah
	Persentase
(%)

	1
	S1
	4
	4
	8
	32

	2
	D-IV
	1
	1
	2
	8

	3
	D-III
	2
	7
	9
	36

	4
	D-I
	-
	2
	2
	8

	5
	SMA
	-
	4
	4
	16

	Jumlah
	7
	18
	25
	100


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai, tahun 2025
	Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai pada UPT Penguji Kendaraan Bermotor Kota Dumai rata-rata memiliki pendidikan D-III yaitu sebanyak 9 orang (36,00%), S1 sebanyak 8 orang (32,00%), SMA sebanyak 4 orang (16,00%), D-IV sebanyak 2 orang (8,00%), dan D-I sebanyak 2 orang (8,00%).
3. Berdasarkan Tingkat Usia	
Usia merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat mengerti dan menyadari apakah pelaksnaan tugas yang dilaksanakan suatu organisasi sudah sesuai denganyang ditetapkan sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara optimal. Untuk mengetahui keadaan usia pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia
	[bookmark: _Hlk108753508]No
	Tingkat Usia 
(Tahun)
	PNS
	TKPK
	Jumlah
	Persentase
(%)

	1
	51 – 60
	1
	-
	1
	4

	2
	41 – 50
	2
	3
	5
	20

	3
	31 – 40
	3
	8
	11
	44

	4
	21 – 30
	1
	7
	8
	32

	Jumlah
	7
	18
	25
	100


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai, tahun 2025
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, dari 25 orang pegawai pada UPT Penguji Kendaraan Bermotor Kota Dumai, jumlah pegawai yang berusia 51-60 sebanyak 1 orang (4,00%), usia 41-50 sebanyak 5 orang (20,00%), usia 31-40 sebanyak 11 orang (44,00%), dan usia 21-30 sebanyak 8 orang (32,00%).
C. [bookmark: _Toc207272357][bookmark: _Toc207277699][bookmark: _Toc207278678][bookmark: _Toc213598187]Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan kerja sama. Struktur organisasi merupakan kerangka dalam mana organisasi beroperasi (Terry, 2010).
Bagan IV.1
Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
KEPALA UPT
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



KASUBBAG TATA USAHA



JABATAN FUNGSIONAL

PENGUJI TK.V

STAFF 


PENGUJI TK. IV


PENGUJI TK. III


PENGUJI TK. II

PENGUJI TK. I

Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai, tahun 2025





Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tujuan dari struktur organisasi berguna untuk mengelompokkan dan membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap staff berdasarkan latar belakang pendidikan, keahlian, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tercapai nya tujuan organisasi.
Adapun struktur organisasi yang dimiliki UPT.PKB adalah sebagai berikut :
1. Kepala Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing masing jabatan struktur organisasi pada
Tugas dan wewenangnya adalah:
1) Mempersiapkan standar operasi prosedur (SOP) pelayanan yang akan diterapkan pada Pengujian Kendaraan Bermotor
2) Menyiapkan bahan koordinassi yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan, peraturan, pengendalian, pengoperasian yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor
4) Melakukan dan pengingkatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat pengguna Kendaraan Bermotor. 
5) Menyiapkan penindakan hukum/disiplin terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
6) Menandatangani surat-surat keluar dan izin akses surat-surat masuk yang berhubungan dengan kepentingan Pengujian Kendaraan Bermotor atau yang terkait.
7) Menyusun bahan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pada balai pengujian kendaraan bermotor kota;
8) Memberikan tupoksi pada staff ASN dan Pegawai Honorer.
2. Kasubbag TU (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.PKB)
Tugas dan wewenangnya adalah:
1) Membantu Kepala UPT dalam menyusun perencanaan dan penyelenggaraan penyusunan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan kerumah tanggaan PKB
2) Menyusun bahan pengelolaan dan penatausahaan urusan kerja sama unit pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Menyusun bahan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodic atas pelaksanaan tugas nya
4) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Penguji (Jabatan Fungsional)
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berdiri sendiri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional.
Tugas dan wewenangnya:
a. Penguji Tingkat (TK) II :
a) Memeriksa kendaraan secara fisik dengan fasilitas yang telah disediakan
b) Memeriksa kelengkapan identitas kendaraan dengan hasil identitas kendaraan sesuai
b. Penguji Tingkat (TK) III :
a) Mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan
b) Melakukan verifikasi / validasi perysaratan terkait dengan teknis kendaraan
c) Melakukan verifikasi / validasi data pengesahan hasil uji untuk jenis kendaraan seperti Pick-Up dan Truck 
c. Penguji Tingkat (TK) IV : 
a) Mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan
b) Melakukan verifikasi / validasi perysaratan terkait dengan teknis kendaraan
c) Melakukan verifikasi / validasi data pengesahan hasil uji untuk jenis kendaraan seperti Pick-Up, Truck, Kereta tempelan, Kereta Gandengan dan Dumpt Truck.
d. Penguji Tingkat (TK) V : 
a) Mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan.
b) Melakukan verifikasi / validasi persyaratan terkait dengan teknis kendaraan.
c) Melakukan verifikasi / validasi data pengesahan hasil uji untuk jenis kendaraan seperti Pick-Up, Truck, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Dumpt Truck, dan Tangki.
4. Staff 
Tugas dan wewenangnya: 
Staff menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan Kepala UPT sesuai tupoksi masing-masing, jika diperlukan maka membentuk tupoksi yang lain guna menunjang kerja sama antar individu baik dalam bidang penerimaan pelayanan, penginputan data, administrasi, dan pengarsipan data.
D. [bookmark: _Toc207272358][bookmark: _Toc207277700][bookmark: _Toc207278679][bookmark: _Toc213598188]Sarana dan Prasarana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional. Salah satu sarana penting adalah tersedianya kantor sebagai tempat pelaksanaan aktivitas dalam satu kesatuan organisasi, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang digunakan juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di UPT PKB. Peralatan tersebut mencakup berbagai perangkat teknis untuk proses pengujian kendaraan bermotor, sistem administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian pelayanan dengan standar yang berlaku.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kenyamanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana tersebut menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan
		Sarana dan prasarana pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini:
Tabel IV.4
Sarana dan Prasarana pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Baik
	Kurang
	Rusak

	1
	Meja Partisi
	2
	2
	-
	-

	2
	Komputer PC
	4
	4
	-
	-

	3
	AC
	8
	8
	-
	-

	4
	TV/Televisi
	3
	3
	-
	-

	5
	Lemari Arsip
	8
	7
	-
	1

	6
	Kursi Eselon
	3
	2
	1
	-

	7
	Printer
	10
	10
	-
	-

	8
	White Board
	1
	1
	-
	-

	9
	Megaphone
	1
	1
	-
	-

	10
	Audio Wireless Set
	1 set
	1
	-
	-

	11
	Exhalist/Blower
	4
	4
	-
	-

	12
	Meja Kerja Kepala Dinas
	1
	1
	-
	-

	13
	Kursi Rapat Eselon II
	10
	10
	-
	-

	14
	Meja Rapat Kadis
	1
	1
	-
	-

	15
	Lemari Es
	2
	2
	-
	-

	16
	Video Conference Set
	1
	1
	-
	-

	17
	Sofa Tamu
	2 set
	2
	-
	-

	18
	Vertical Blind
	3
	3
	-
	-

	19
	Rak Piring
	1
	-
	1
	-

	20
	Tempat Sampah
	3
	2
	1
	-

	21
	Kaca Hias
	1
	1
	-
	-

	22
	Kursi Susun
	15
	15
	-
	-

	23
	Filling Kabinet
	1
	1
	-
	-

	24
	Kursi Rapat
	2
	1
	1
	-

	25
	Meja Eselon II/III
	3
	3
	-
	-

	26
	Kursi
	30
	28
	-
	2

	27
	Kursi Tunggu
	1
	1
	-
	-

	28
	Dispenser
	3
	3
	-
	-

	29
	Racun Api
	1
	1
	-
	-

	30
	Personal Computer
	3
	3
	-
	-

	31
	Mesin Foto Copy
	1
	1
	-
	-

	32
	Lemari Gantung Arsip
	1
	1
	-
	-

	33
	Kursi Putar
	2
	1
	1
	-

	34
	Brankas
	1
	-
	-
	1

	35
	Mesin Penghitung Uang
	2
	-
	-
	2

	36
	UPS
	1
	1
	-
	-

	37
	Alat Penghancur Kertas
	1
	1
	-
	-

	38
	Lampu Kepala
	1
	1
	-
	-

	39
	Kaca Mata HPN
	1
	1
	-
	-


Sumber : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai, tahun 2025
	Berdasarkan Tabel IV.4 di atas menunjukkan sarana yang ada pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Peralatan yang mengalami kerusakan yaitu mesin penghitung uang, brankas dan lemari arsip. 
BAB V70

[bookmark: _Toc207272360][bookmark: _Toc207277702][bookmark: _Toc207278681][bookmark: _Toc213598190]ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA  UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik berupa barang maupun jasa, yang menjadi kewenangan instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara maupun daerah, serta organisasi kemasyarakatan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang baik, mudah diakses, serta transparan.
UPT Dinas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan instansi yang menyediakan layanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan di instansi ini harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap Pelayanan Publik pada UPT Dinas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
A. [bookmark: _Toc207272361][bookmark: _Toc207277703][bookmark: _Toc207278682][bookmark: _Toc213598191]Identitas Responden
Penelitian ini dilakukan pada di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Identitas responden penelitian dengan judul Analisis Pelayanan Publik pada UPT Dinas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, dengan jumlah responden sebanyak 100 responden yang terdiri dari Kepala UPT PKB, Kasubag, Penguji Teknis, staff Pegawai dengan total keseluruhan yang berjumlah 25 orang, serta masyarakat sebanyak 75 orang, sehingga total keseluruhan yaitu 100 responden.
Pada penyebaran angket, penulis membagi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dan tingkat umur, untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada bagian ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan responden yang dapat ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini:
Tabel V.1
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah Orang
	Total
	Persentase

	
	
	Pegawai (orang)
	Masyarakat (orang)
	
	

	1.
	S1
	8
	10
	18
	17 %

	2.
	D3
	7
	-
	7
	37 %

	3.
	SMA
	10
	40
	50
	50 %

	4.
	SMP
	-
	25
	25
	25 %

	Jumlah
	25
	75
	100
	100 %


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.1 di atas, dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 18 orang (18%), terdiri dari 8 pegawai dan 10 masyarakat. Responden dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 7 orang (7%), seluruhnya merupakan pegawai. Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan SMA merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 50 orang (50%), terdiri dari 10 pegawai dan 40 masyarakat. Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 25 orang (25%), seluruhnya berasal dari masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA, baik dari kalangan pegawai maupun masyarakat, yang menggambarkan bahwa kelompok ini mendominasi dalam partisipasi survei terkait pelayanan publik.
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Pada bagian ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan responden yang dapat ditinjau berdasarkan umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini:
Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Umur
	Jumlah(Orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	17-25 Tahun
	1
	21
	22
	22%

	2
	26-35 Tahun
	11
	38
	49
	49%

	3
	36-45 Tahun
	8
	13
	21
	21%

	4
	>45 Tahun
	5
	3
	8
	8%

	Jumlah
	25
	75
	100
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berumur 17-25 tahun sebanyak 22 orang (22%), 26-35 tahun berjumlah 49 orang (49%), kemudian responden yang berumur 36-45 tahun sebanyak 21 orang (21%), dan responden yang berumur >45 Tahun berjumlah 8 orang (8%).
Dari penjelasan diatas dapat dilihat tingkat umur yang dominan sebagai responden dalam penelitian ini adalah berusia 26-35 tahun berjumlah 49 orang dari total 100 responden pada UPT Dinas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai 
B. [bookmark: _Toc207272362][bookmark: _Toc207277704][bookmark: _Toc207278683][bookmark: _Toc213598192][bookmark: _Hlk207010894]Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai
Penulis akan menganalisis hasil data penelitian di lapangan, data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dan angket yang disebarkan berdasarkan pada variabel pengukuran yaitu Analisis Pelayanan Publik pada UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)  Dinas Perhubungan Kota Dumai. Untuk melihat Pelayanan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Teori Fitzsimmons & Fitzsimmons dalam (Sinambela, 2014) yaitu: Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, Empati. Lima indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi 15 sub indikator yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Reliability

Reliability adalah kehandalan yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar. Reliability dalam penelitian ini yaitu kemampuan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang tepat, akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sub indikatornya adalah:
a. Adanya pelayanan yang tepat waktu pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai 
Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu dengan total waktu ideal untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPT Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah 33 menit.
b. Adanya Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang Bertugas Sesuai dengan Keahliannya.
Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Setiap pegawai ditugaskan berdasarkan kompetensi dan keahlian teknis yang relevan dengan proses pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian, pelaksanaan tugas berjalan secara profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin akurasi dan kualitas hasil pengujian kendaraan bermotor di Kota Dumai.
c. Adanya Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang Memiliki Kemampuan Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Sesuai Prosedur Pelayanan yang Telah Ditetapkan
[bookmark: _Hlk205279118]Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Pelayanan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur demi memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Dengan kemampuan tersebut, pegawai dapat memberikan layanan yang efektif, efisien, serta transparan sehingga masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya secara optimal dalam proses pengujian kendaraan bermotor. 
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator Reliability pelayanan publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Reliability
	NO
	
SUB INDIKATOR
	KATEGORI
	JUMLAH

	
	
	B
(3)
	CB
(2)
	TB
(1)
	

	1
	Adanya pelayanan yang tepat waktu pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
	Frekuensi
	17
	69
	14
	100

	
	
	skor
	51
	138
	14
	203

	2
	Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang bertugas sesuai dengan keahliannya.
	Frekuensi
	65
	29
	6
	100

	
	
	skor
	195
	58
	6
	259

	3
	Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
	Frekuensi
	43
	50
	7
	100

	
	
	skor
	129
	100
	7
	236

	TOTAL
	Frekuensi
	125
	148
	27
	300

	
	Skor
	375
	296
	27
	698


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.3 diatas menunjukkan tanggapan responden mengenai Reliability, dapat dilihat dari sub indikator pelayanan yang tepat waktu pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dengan skor 203,  pegawai UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memiliki kemampuan bertugas sesuai keahliannya mendapatkan skor 259 dan pegawai UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan skor 236. Sehingga tanggapan dari 100 responden terhadap Reliability yaitu dengan total keseluruhan skor yaitu 698. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 698
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[bookmark: _Hlk205120659]Berdasarkan garis kontinum diatas terlihat bahwa indikator Reliability pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Cukup Baik (CB) dengan total skor 698 berada pada interval 501-700.
2. Tangibles
Tangibles adalah bukti lansung yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tangibles dalam penelitian ini yaitu dengan penyediaan yang memadai ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sub indikatornya adalah :
a. Adanya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Sumber daya manusia yang memadai sangat penting dalam mendukung kelancaran pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Dengan jumlah petugas yang cukup serta memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai, pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Petugas yang profesional juga akan mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat sehingga pelanggan merasa puas. Namun kenyataannya, ketersediaan sumber daya manusia di UPT PKB belum memadai, yaitu dari segi jumlah petugas yang kurang.
b. Adanya fasilitas kerja yang mendukung proses pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Fasilitas kerja yang memadai dan lengkap sangat mendukung kelancaran proses pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Fasilitas yang lengkap dapat mempercepat pelaksanaan pengujian kendaraan dan membantu petugas dalam menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, seperti ruang kerja yang memadai, peralatan uji yang modern, serta sistem administrasi yang terintegrasi. 
c. Adanya ruang tunggu yang nyaman dalam memberikan pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Ruang tunggu yang nyaman sangat berperan dalam menciptakan suasana pelayanan yang baik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan kursi yang memadai, ventilasi yang baik, penerangan yang cukup, dan fasilitas pendukung lainnya akan membuat pemohon merasa betah dan tidak bosan selama menunggu proses pengujian kendaraan. 
Untuk mengetahui lebih jelas hasil tanggapan responden tentang indikator Tangibles pada pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Tangibles
	NO
	
SUB INDIKATOR
	KATEGORI
	JUMLAH

	
	
	B
(3)
	CB
(2)
	TB
(1)
	

	1
	Sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Frekuensi
	29
	 39
	32
	100

	
	
	Skor
	87
	78
	32
	197

	2
	Fasilitas kerja yang mendukung proses pelayanan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
	Frekuensi
	71
	24
	5
	100

	
	
	Skor
	213
	48
	5
	266

	3
	Ruang tunggu yang nyaman dalam memberikan pelayanan pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
	Frekuensi 
	60
	32
	8
	100

	
	
	Skor 
	180
	64
	8
	252

	TOTAL
	Frekuensi
	160
	95
	45
	300

	
	Skor
	480
	190
	45
	715


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
[bookmark: _Hlk205280460]Dari tabel V.4 tanggapan responden tentang indikator Tangibles, dapat dilihat dari sub indikator yaitu sub indikator sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan memperoleh skor 197. Selanjutnya, sub indikator fasilitas kerja yang mendukung proses pelayanan memperoleh skor 266 dan terakhir yaitu sub indikator ruang tunggu yang nyaman dalam memberikan pelayanan mendapatkan skor 252, dengan total skor keseluruhan 715 dari tanggapan 100 responden. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
                                                                                                                                   715
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Berdasarkan garis kontinum diatas terlihat bahwa indikator Tangibles UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Baik (B) dengan total skor 715 berada pada interval 701-900.

3. Responsiveness
	Responsiveness adalah daya tanggap yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. Dalam penelitian ini Responsiveness ditandai dengan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang cepat tanggap kepada masyarakat yang ingin melaksanakan pengujian kendaraan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka pelayanan publik  di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai dapat dilihat pada sub indikator berikut : 
a. Adanya sikap pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang cepat tanggap dalam menangani keluhan masyarakat
Sikap pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang cepat tanggap dalam menangani keluhan masyarakat yaitu adalah pegawai yang segera merespon setiap pengaduan atau keluhan dari masyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor dengan cepat dan tepat. Ketika masyarakat melakukan pengaduan tentang persoalan pengujian kendaraan, pegawai langsung memberikan respons dalam melakukan pengecekan, dan memberikan solusi agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. 
b. Adanya kesigapan pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon kebutuhan masyarakat yang dilayani
Kesigapan pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon kebutuhan masyarakat yang dilayani adalah kemampuan pegawai untuk cepat tanggap terhadap permintaan atau kebutuhan masyarakat selama proses pengujian kendaraan bermotor. Pegawai harus selalu siap melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara akurat dan terus menerus, sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik dan proses pengujian dapat berjalan efektif.
c. Adanya kecepatan pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon permintaan atau keluhan masyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor
Kecepatan pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon permintaan atau keluhan masyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor yaitu adalah kemampuan pegawai untuk memberikan respon yang cepat dan tepat saat masyarakat mengajukan permintaan atau mengeluhkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
Untuk mengetahui lebih jelas hasil tanggapan responden tentang indikator responsiveness pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Responsiveness
	NO
	
SUB INDIKATOR
	ALTERNATIF
	JUMLAH

	
	
	B
(3)
	CB
(2)
	TB
(1)
	

	1
	Adanya sikap pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang cepat tanggap dalam menangani keluhan masyarakat.
	Frekuensi
	57
	41
	2
	100

	
	
	Skor
	171
	82
	2
	255

	2
	Adanya kesigapan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon kebutuhan masyarakat yang dilayani.
	Frekuensi
	51
	36
	13
	100

	
	
	Skor
	153
	72
	13
	238

	3
	Adanya kecepatan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam merespon permintaan atau keluhan masyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor.
	Frekuensi
	43
	36
	21
	100

	
	
	skor
	129
	72
	21
	222

	TOTAL
	Frekuensi
	151
	113
	36
	300

	
	Skor
	453
	226
	36
	715


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Dari tabel V.5, tanggapan dari 100 responden tentang Responsiveness dapat dilihat dari tiga sub indikator utama. Pertama, adanya sikap pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang cepat tanggap dalam menangani keluhan masyarakat, yang memperoleh skor 255. Kedua, kesigapan pegawai dalam merespon kebutuhan masyarakat yang dilayani mendapat skor 238. Ketiga, kecepatan pegawai dalam merespon permintaan atau keluhan masyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor mendapatkan skor 222. Dengan demikian, total keseluruhan dari ketiga sub indikator tersebut adalah 715. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
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Berdasarkan garis kontinum diatas terlihat bahwa indikator Responsiveness UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Baik (B) dengan total skor 715 berada pada interval 701-900.
4. Assurance
Assurance adalah adanya jaminan yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Assurance dalam peneitian ini yaitu tingkat perhatian dalam bentuk etika, sopan dan santun dari pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai kepada masyarakat. Maka pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai dapat dilihat dari sub indikator berikut ini :
a. Adanya pemberian pelayanan yang tidak diskriminasi dalam melayani masyarakat pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Pelayanan yang tidak diskriminasi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai berarti pegawai memberikan layanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau jenis kendaraan yang diuji. Dalam praktiknya, setiap masyarakat yang datang untuk melakukan pengujian kendaraan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa perlakuan istimewa atau pengecualian, sehingga tercipta pelayanan yang adil dan merata.
b. Adanya bukti Stiker Tanda Uji bagi kendaraan yang telah lulus uji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	Bukti Stiker Tanda Uji diterbitkan sebagai tanda bahwa kendaraan telah memenuhi standar kelayakan sesuai hasil pengujian di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dumai. Setiap kendaraan yang berhasil melewati serangkaian pengujian akan diberikan stiker ini sebagai bukti sah dan resmi, sehingga masyarakat dapat memastikan kendaraannya laik jalan dan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.
c. Adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Smart Card yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	Jaminan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Smart Card pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan komitmen pegawai dalam menjaga data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan atau bocor.
Untuk mengetahui lebih jelas hasil tanggapan responden tentang indikator Assurance pelayanan publik di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai. Maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.6
Tanggapan Responden Tentang Assurance
	NO
	SUB INDIKATOR
	ALTERNATIF
	SKOR

	
	
	B
(3)
	CB
(2)
	TB
(1)
	

	1
	Adanya pemberian pelayanan yang tidak diskriminasi dalam melayani masyarakat pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
	Frekuensi
	73
	27
	0
	100

	
	
	Skor
	219
	57
	0
	273

	2
	Adanya bukti Stiker Tanda Uji bagi kendaraan yang telah lulus uji pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai.
	Frekuensi
	68
	22
	10
	100

	
	
	Skor
	204
	44
	10
	258

	3
	Adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Smart Card yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Frekuensi
	65
	34
	1
	100

	
	
	Skor
	195
	68
	1
	264

	TOTAL
	Frekuensi
	206
	83
	11
	300

	
	Skor
	618
	166
	11
	795


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Dari tabel V.6 tanggapan dari 100 responden tentang indikator Assurance yaitu pertama, pelayanan yang tidak diskriminasi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai menunjukkan skor 273. Selanjutnya, adanya bukti Stiker Tanda Uji bagi kendaraan yang telah lulus uji mendapatkan skor 258 dan yang terkhir jaminan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Smart Card memperoleh skor 264. Dengan total keseluruhan yaitu 795. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
                                                                                                                                   795
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Berdasarkan garis kontinum diatas terlihat bahwa indikator Assurance UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Baik (B) dengan total skor 795 berada pada interval 701-900.
5. Empaty
Empathy adalah perhatian yang ditandai dengan kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan. Dalam penelitian ini empathy yaitu rasa peduli pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka pelayanan publik UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat  dilihat dari sub indikator berikut ini :
a. Adanya pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang menghargai setiap masyarakat dalam pengurusan pelayanan
Penghargaan yang diberikan oleh pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai kepada setiap masyarakat berarti mereka melayani dengan sikap hormat dan sopan tanpa memandang latar belakang atau kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap masyarakat yang datang untuk mengurus pelayanan mendapatkan perlakuan yang santun dan ramah, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan merasa dihargai.
b. Adanya pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi
Pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai menunjukkan sikap profesional dengan lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam proses pelayanan. Hal ini tercermin dalam tindakan pegawai yang fokus melayani masyarakat secara maksimal dan tidak mempergunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, sehingga pelayanan berjalan dengan adil dan transparan.
c. Adanya pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mampu menjaga sikap dalam melaksanakan pelayanan
 Kemampuan pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menjaga sikap selama melaksanakan pelayanan menunjukkan komitmen profesionalisme dan etika kerja. Pegawai tetap konsisten bersikap ramah, sabar, dan sopan kepada masyarakat, sehingga proses pelayanan berjalan lancar dan memberikan kesan positif kepada pengguna jasa.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator Empaty pada Pelayanan Publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Empaty
	NO
	SUB INDIKATOR
	ALTERNATIF
	JUMLAH

	
	
	B
(3)
	CB
(2)
	TB
(1)
	

	1
	Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang menghargai setiap masyarakat dalam pengurusan pelayanan.
	Frekuensi
	77
	23
	0
	100

	
	
	Skor
	231
	46
	0
	277

	2
	Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.
	Frekuensi 
	53
	37
	10
	100

	
	
	Skor 
	159
	74
	10
	243

	 3
	Adanya pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dinas Perhubungan Dumai mampu menjaga sikap dalam melaksanakan pelayanan.
	Frekuensi
	49
	41
	10
	100

	
	
	Skor 
	147
	82
	10
	239

	TOTAL
	Frekuensi
	179
	101
	20
	300

	
	Skor
	537
	202
	20
	759


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel V.7 tanggapan dari 100 responden mengenai sub indikator Empaty, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sub indikator terkait keberadaan pegawai UPT PKB yang menghargai setiap masyarakat dalam pengurusan pelayanan memperoleh skor sebesar 277. Kedua, sub indikator mengenai pegawai UPT PKB yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi memperoleh skor 243. Ketiga, sub indikator tentang kemampuan pegawai UPT PKB dalam menjaga sikap saat melaksanakan pelayanan mendapatkan skor 239. Secara keseluruhan, ketiga sub indikator tersebut memiliki total skor 759. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut:                                                                                                                                  
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Berdasarkan garis kontinum diatas terlihat bahwa indikator Empaty pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Baik (B) dengan total skor 759 berada pada interval 701-900.
Selanjutnya Pelayanan Publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang dilihat melalui  lima indikator yaitu, Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, Empaty  dapat diketahui dalam rekapitulasi pada tabel berikut ini:



Tabel V.8
Rekapitulasi Tanggapan tentang Pelayanan Publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai
	NO
	INDIKATOR
	Kategori Penilaian
	JUMLAH

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Reliability
	Frekuensi
	125
	148
	27
	300

	
	
	Skor
	375
	296
	27
	698

	
2
	
Tangibles
	Frekuensi
	160
	95
	45
	300

	
	
	Skor
	480
	190
	45
	715

	
3
	
Responsiveness
	Frekuensi
	151
	113
	36
	300

	
	
	Skor
	453
	226
	36
	715

	
4
	
Assurance
	
Frekuensi
	
206
	
83
	
11
	
300

	
	
	Skor
	618
	166
	11
	795

	
5
	
Empaty
	Frekuensi
	179
	101
	20
	300

	
	
	Skor
	537
	202
	20
	759

	TOTAL
	Frekuensi
	821
	540
	139
	1500

	
	Presentase %
	66,9%
	29,4%
	3,7%
	100%

	
	Skor
	2463
	1080
	139
	3682


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.8, diatas dapat dilihat pada rekapitulasi dari semua indikator penelitian dapat dilihat dari indikator Reliability dengan jumlah skor 698, Tangibles dengan jumlah skor 715, Responsiveness dengan jumlah skor 715, Assurance dengan jumlah skor 795, dan Empaty dengan jumlah skor 761, dan dengan total skor 2682 dari 100 responden. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
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sehingga dapat disimpulkan dari hasil rekapitulasi semua indikator Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai mendapatkan total skor sebanyak 3682 pada interval 3501-4500 sehingga dapat dikategori  Baik.
C. [bookmark: _Toc207272363][bookmark: _Toc207277705][bookmark: _Toc207278684][bookmark: _Toc213598193]Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Faktor Pendukung 
Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, antara lain: 
a. Telah terlaksananya indikator Tangibles dalam pelaksanaan Analisis Pelayanan Publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, hal ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas fisik yang cukup memadai seperti gedung pelayanan yang terawat, lahan uji kendaraan yang representatif, peralatan uji yang terstandar, serta keberadaan petugas yang seragam dan profesional dalam penampilan. Selain itu, lokasi UPT. PKB yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat turut mendukung kenyamanan dalam proses pelayanan. 
b. Telah terlaksananya indikator Responsiveness dalam pelaksanaan Analisis Pelayanan Publik pada UPT. PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai, hal ini dapat dilihat dari kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, seperti penanganan antrian yang teratur, waktu pelayanan uji kendaraan yang relatif singkat, serta kemampuan petugas dalam merespons pertanyaan dan permintaan masyarakat dengan ramah dan jelas. 
c. Telah terlaksananya indikator Assurance dalam pelaksanaan Analisis Pelayanan Publik pada UPT. PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai, hal ini ditunjukkan dengan sikap profesionalisme petugas dalam melaksanakan tugas, penguasaan terhadap prosedur uji kendaraan, serta kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran dan ketepatan hasil uji kendaraan. Petugas mampu memberikan rasa aman dan meyakinkan bahwa setiap proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan. 
d. Telah terlaksananya indikator Empathy dalam pelaksanaan Analisis Pelayanan Publik pada UPT. PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai, hal ini dapat dilihat dari perhatian petugas terhadap kenyamanan dan kebutuhan pengguna jasa, seperti memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat yang kurang memahami prosedur, bersikap sabar terhadap pertanyaan warga, serta memberikan pelayanan yang humanis tanpa diskriminasi. 
2. Faktor Penghambat 
Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, yaitu: 
a. Masih kurang terlaksananya indikator Reliability dalam pelaksanaan Analisis Pelayanan Publik pada UPT. PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai, hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketepatan waktu pada pelaksanaan pelayanan. Beberapa masyarakat melaporkan adanya hasil uji kendaraan tidak diberikan secara tepat waktu atau terjadi keterlambatan dalam proses administrasi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keandalan sistem pelayanan. 
Dengan demikian, meskipun sebagian besar aspek pelayanan seperti Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Empathy telah berjalan dengan baik dan menjadi pilar utama pendukung kualitas pelayanan, namun aspek Reliability masih menjadi tantangan utama yang perlu ditingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang konsisten, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara luas. 


BAB VI 
[bookmark: _Toc207272365][bookmark: _Toc207277707][bookmark: _Toc207278686][bookmark: _Toc213598195]KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bagian akhir skripsi ini penulis menjelaskan beberapa kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.
A. [bookmark: _Toc207272366][bookmark: _Toc207277708][bookmark: _Toc207278687][bookmark: _Toc213598196]Kesimpulan
1. Hasil penelitian dari Analisis Pelayanan Publik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dalam kategori Baik. Hal ini dilihat dari perolehan penilaian berdasarkan 5 (lima) indikator utama yaitu Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Empathy dari tanggapan 100 responden yang berhasil dihimpun. Secara keseluruhan, diperoleh total skor sebesar 3.682 pada rentang skor antara 3501-4500 dengan persentase 81,82%.
2. Faktor pendukung dalam Analisis Pelayanan Publik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah pada indikator Tangibles, ditandai dengan tersedianya fasilitas fisik dan sarana prasarana yang memadai, tempat pelayanan yang representatif, serta petugas yang profesional dan terampil. Indikator Responsiveness juga menjadi pendukung signifikan dengan kemampuan pegawai memberikan pelayanan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, indikator Assurance dan Empathy menunjukkan keberhasilan petugas dalam memberi rasa aman dan perhatian kepada pengguna layanan. Sedangkan, faktor penghambat yang ditemukan pada indikator Reliability berupa kurangnya ketepatan waktu pelaksanaan pada pelaksanaan pelayanan. Hal ini menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan
[bookmark: _Toc207272367][bookmark: _Toc207277709][bookmark: _Toc207278688][bookmark: _Toc213598197]B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:
a. Disarankan kepada Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk memperhatikan dan meningkatkan Pelayanan publik terutama pada aspek Kehandalan dengan meningkatkan pelayanan agar tepat waktu dan  serta meningkatkan kemampuan pemberian pelayanan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
b. Disarankan agar pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja agar dapat memenuhi aspek pelayanan publik khususnya kehandalan, dengan cara mempercepat proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sesuai penerapan prosedur, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.
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